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Abstract: Governancein effect issociety servant, arranged governance don’t to serviceitself, but to
service society and creates condition that enables each society member develop its ability and its
creativity after reach aim with (Rasyid, 1988:139). Analogously thereto thereforeaim form Stateis
subject to be form governance that services people. Democratic governance wherewith governance
which of people, by people and for means deep people can give service besting to people, as much
involve people and as much people enjoysit. Practically organizational public (governance) up to
this republic stand is positioned to service power instead of services costumer, namely people
(Dwijawijoto, 2001:54). Its mean is apparatus governance is not again as society advocate, but
becomes “power” one has to be serviced by society. Even organizational governance which be-
comes“ Gentleman” and be not “ Servant ” society beget its fear insider takes initiative, piling it
report files, its castaway istime and be depleted fund which happens on Indonesian stricken crisis

termat media1997.

Keyword: bureaucracy reform, front line bureaucrat.

Rezim pemerintahan Soekarno yang lazim disebut
orde lamarontok ditumbangkan oleh paradigma
pemerintahan Soeharto. Sedangkan rezim Pemerin-
tahan Soeharto yang lebih dikenal sekarang ini
denganidtilahordebaru*lengser” karenadwi fungs
ABRI yang kebablasan, birokras yang sentraistik
sertaintervens pemrintah dalam setiap aspek kehi-
dupan sosia-budaya, politik, hukum dan ekonomi.
Hal ini menandakan kuat dan sentralnya peran
Negaraatau Pemerintah padawaktuitu. Dan karena
hal itu membuat masyarakat merasa“tidak diper-
hatikanlagi” lambat |aun masyarakat menginginkan
perubahan total yang kemudian dikenal dengan
sebutan reformas total.

Padahakekatnyareformas itu merupakan
bagian dari dinamikaorganisas, dalam arti bahwa
pekembangan yang terjadi akan menyebabkan
tuntutan terhadap pembaruan dan perubahan untuk
menyesua kan dengan tuntutan perkembangan ter-
sebut. Karenaitu, revormeas bagi suatuyang sfatnya
alamiah dan wgjar. Hanya sgjareformasi dalam
konteks Indonesiatel ah dipandang sebagai suatu
perubahan yang sfatnyaradika . Reformasi bahkan
telah dijadikanjustifikas terhadap berbagai perilaku

anggotamasyarakat yang anarkhi dan melanggar
hukum, sehingga pemahaman terhadap reformasi
telah dibel okan dalam konteksyang keliru.

Istilah reformasi dimakna sebagai ““to
change while preserving, to change without de-
stroying™ atinyareformas adal ah suatu prosesme-
ngubah atau menyesuai kan suatu S stem serayame-
meliharasubstansnya, tanpamerusak sstemitu sen-
diri (Rasyid,1997 : 4, Sarundgjang,1999:6). Hal ini
menegaskan bahwa reformasi bukanlah proses
perubahanyang radika dan berlangsungdaamjang-
kawaktu yang relatif singkat, tetapi merupakan
prosesyang terencanadan graduad , sehinggapemak-
saan terhadap percepatan reformasi akan berten-
tangan dengan spirit reformad itu sendiri.

Tuntutanreformas itu sendiri datangnyaderi
duaarah, yaitu secarainternal dari masyarakat In-
donesiadan secaraeksternal sebagai bagian dari
masyarakat global (gobal society). Secarainternad,
tuntutan reformas muncul akibat terjadinyapening-
katan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang
ditandai oleh meningkatnya tingkat pendidikan
masyarakat, terbukanyaberbagai isolas sertaakses
informas yang semakin mudah diperoleh.
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Kondis ini telah menyebabkan masyara-
kat makin kritis dalam mencermati pengelolaan
kekuasaan negarayang dinggap telah menyimpang
dari komitmen bersamaantarapemerintah dan ma-
syarakat. Masyarakat mula berani menyatakan sikap
dan mengungkapkan berbaga penye ewenganyang
ada Semuaini terjadi akibet munculnyaintelligence pub-
lic opinion sebagal akibeat perkembanganmasyarakat.

Di g9d lainsecaraeksternd, eraglobalisas
telah membukaberbagal keterkaitan antar Negara,
sehingga hamper tidak adasatu Negara pun yang
bebasdari pengaruh negara-negaralainnya. Globa:
lisas telah memberi peluang bagi terciptanyakesepa:
katan bersama untuk mengelola pemerintahan
dengan komitmen global. Sdah satu komitmenglo-
bal tersebut adalah muculnyaTataDuniaBaru (The
New World Order) sebagal pijakanddammengdola
pemerintahan, di manaaspek-aspek yang mendapat
perhatian antaralain adal ah demokratisas, dengan
mel etakan good governance dan public accountabil-
ity dadam pemerintahan.

Dengan dikeluarkannyaUndang-Undang
Nomor 32, dan 34 Tahun 2004 mengakibatkan ter-
jadinyaperubahan paradigmadi manaterjadi refor-
measi di bidang tatapemerintahan dengan terjadinya
perubahan polahubungan Pusat dan Daerah yang
sebelumnyabersfat sentraistik, menjadi hubungan
yang bersifat kemitraan dan desentralistik.

Polaperubahanini menuntut adanyaupaya
upaya untuk mengedepankan peran pemerintah
daerahyang lebih adil, manusiawi dan partisi patif
dalam mel aksanakan misinya(Bowo,2003 dalam
MediaJayaNo.002 Tahun XXV 11:44). Lebihlanjut
dijdaskannyabahwa komitmen untuk melaksanakan
pringp-pringp good governance harudah ditunjang
oleh tenaga-tenagayyang ahli dalam bidangnyadan
memperoleh pendidikan khusus. Hal ini sgjalan
dengan pandangan K oesoemahatmadja(1981:1978
daam Indarwanto 2004:131) dimanaiamengemu-
kakan bahwa “menyokong sepenuhnya usaha
menumpuk kader-kader Pamong Prgja melalui
pendidikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri
(APDN) sekarang ini adalah Sekolah Tinggi
Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) di Jetinegoro
dan Ingtitut [lmu Pemerintahan (11P) di Jekarta’.

Menyikapi keadaanini dan memperhatikan
secaramenda am perubahan yang terjadi, makayang
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dilakukan saet ini addah organisas pemerintahyang
mengacu padalingkungan masadepan baik secara
local, nasional, regiona maupun globa. Danyang
perludiingat di kolonglangitini tidak adayang pasti,
yang pasti hanya ah perubahan.

Oleh karena itu yang diperlukan oleh
pemerintah sekarang ini adalah semangat pembaruan/
reformas atau pembangunan pemerintah, reinvent-
ing dan Good Governence.

APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI IN-
DONESIA

Globalisas telah memberi peluang bagi ter-
ciptanya kesepakatan bersama untuk mengelola
pemerintahan dengan komitmen global . Salah satu
komitmen global tersebut adalah munculnyaTata
Dunia (The New World Order) sebagai pijakan
dalam mengel ola pemerintahan, di mana aspek-
aspek yang mendapat perhatian antaralain adalah
demokratisasi, dengan meletakkan good gover-
nance dan public accountability dalam peme-
rintahan.

Setigp tingkah laku dari paraaparat peme-
rintahini dalam aktivitasnyasehari-hari gunamem-
berikan layanan dan larangan dapat berdampak
terhadap kehidupan dan peluang masyarakat. Arah
dari orientas ini akan menuju padakonteks sosial
dan politik Dengan demikian setiap penambahan
manfaat dari pelayanan akan diikuti oleh pening-
katan pengaruh dan pengawasan negara. Para pe-
tugaspe ayanan publikini secararurinmemilah-milah
permintaan dari penerimajasa

PeranAparatur Pemerintah ini mendominas
kontroverd politisatasjabatan daam pemerintahan
untuk duadasanumumyaitu: Pertama, diskud ten-
tang lingkup yang sesua danfokustentang pelayanan
pemerintah, terutamadebat ataslingkup danfungs
dari tenagakerjapublik ini. Kedua, Aparatur garis
depan ini mempunyai dampak yang patut
dipertimbangkanterhadap kehidupan masyarakat.
Dampak ini bisabermacam-macam.merekamenjadi
bagian dari Wargamasyarakat yang jugaberharap
kepada petugas pemerintah dan menjadi sebuah
wadah dalam suatu komunitas politik. Mereka
mengatur pemeliharaan pelayanan masyarakat guna
menerima program-program pemerintah. Dalam
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berbagai hal pelayan publik ini merupakan sarana
pengubung yang kondtitusiona warganegaradengan
pemerintahnya.

Daam konteksIndonesiaagparat pelayanan
publik terdepan ini mempunyai peran yang sangat
dominan, dan merupakan gambaran kondisi
pelayanan publik di Negaraini, kritik-kritik terhadap
merekasering muncul dalam bentuk dagelan atau
lawak di Teevid, aau mungkinddamfilm-filmlayar
lebar. Misalnyatentang petugas polis yang selalu
terlambat dal am setigp penanganan ke ahatan. Bah-
kan untuk pelayanan kesehatan di Indonesiabanyak
menuai kritik karenakurang profesionalnyapara
dokter dalam penanganan parapasien, sehingga
seringterjadi mal praktek.

Namun dalam kehidupan dimasyarakat
peran parapeayan publik terdepan ini tetap dominan
dan sangat diharapkan terusterjadi peningkatan.
Untuk pelayanan perizinan misalnyadi Indonesia
terkend sebaga negarayang paling mahd dan sangat
panjang birokrasinya sehingga menjadi sebuah
Negarayang kurang menarik untuk suatu tujuan
investas. Ddam diskus Kamar dagang dan Industri
Indonesia bebarapa waktu yang lalu terungkap
bahwa proses permohonan sebuahizindi Indone-
siamemerlukan biayayang sangat tinggi danwaktu
yang lamayaitu sekitar rata-rata 90 hari dengan
jumlah mejasebanyak 39 buah.

PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI
TERHADAP KINERJA APARATUR
PEMERINTAH

K'risiskepercayaan kepada pemerintah se-
perti banyak pakar mempersoalkan dalam studi
politik timbul karenaterld uluasnyaperan pemerintah
seolah-olahtidak adalagi ruang bebasyang tersedia
bagi masyarakat untuk bergiat tanpa intervens
pemerintah* (Rasyid, 1997:6). Luasnyaperan peme-
rintah akan mengurangi kemandirian masyarakat di
dalam berhadapan dengan besarnya kekuasaan
Negara sehinggamenghambat prakarsadan krea-
tivitas masyarakat dalam memaj ukan kehidupan
merekasendiri.

Ketidak pekaan penyelenggaraan Negara
terhadap kondis dan Stuas tersebut telah membang-
kitkan gerakan reformas di seluruhtanah air yang
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ditandai dengantumbangnyarezim otoriter. Gerakan
reformas telah mendorong secarardativeterjadinya
kemagjuan-kemguan di bidang politik, usahapene-
gakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masya
rakat diseertal dengan pengurangan dominas peran
pemerintah.

Pembenahan organisas (atau administras)
publik menjadi mengedepan, karenasgjak lamaia
dikebelakangkan (Dwijowijoto 2001: 65). Lebih
lanjut iamenguitip tesis Dwijanto bahwa* berbaga
masal ah dalam pengembangan pemerintahan yang
efisien, tanggap dan akuntabe sebagian disebabkan
olehorientas yang berl ebihan terhadap pembangu-
nan ekonomi dan mengabaikan reformas adminis-
tras dan politik “.

Oleh karenaitu diperlukan “pembaruan
pemerintah* atau Pembaruan dan Pembangunan
Pemerintah (Rasyid ddam Pidato Pengukuhan Guru
Besar Tetap di 1P Jakarta, 1997) atau Reformasi
dan Reinventing Pemerintah (Dwijowijoto 2001:23).
Adanyapembaruan pemerintahini sesungguhnya
merupakan suatu dinamikadalam setigp organisag,
baik organiasas public (pemerintah) maupun orga:
nisas bisnis dan masyarakat. Hal ni disebabkan
karena organisasi manapun tidak bisa mengiso-
lasikan diri dengan lingkungannya, sementara
lingkungan organisas terusmengalami perubahan.
Karenanyaorganisas harudah melakukan peruba-
han agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan
responsivedalam tujuannya“ (Widodo, 2001:75).

Organisasi mengalami perubahan dalam
rangkamencapal tujuan, bukan sgjakarenalingku-
ngan dimanaorganisas beradamengaami peruba
han, tetapi jugatujuan dari organisas itu sendiri juga
mengaami perubahan. Perubahan tujuan organisas
ini merupakan suatu keharusan, agar organisas dapat
menyesuakan permasa ahan, tuntutan dan keinginan
dari masyarakat. Perubahan tujuan ini menjadi
penting, karenatujusn yang ditetapkan organisas
akan menjadi pedoman, referansi dan sekaligus
mengukur kinerja(performance) organisas yang
bersangkutanda am menjdankan tugasnya.

Sementaraitu,” tuntutan pelayanan publik
olehorganisas publik yaitu pemerintah, lebihmenga:
rah padapemberian layanan public yang lebih pro-
fessional, efektif, efisien, sederhana, tranparan,
terbuka, tepat waktu, responsive dan adaptif “
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(Widodo, 2001:75). Pelayanan publik yang profeso-
nd artinyapdayananyang memiliki akuntabilitasdan
responsibilitas dari pemberi pelayanan (aparatur
pemerintah). Efektif, lebihlebih mengutamakan pada
pencapai an dan tujuan dan sasaran. Sederhana, me-
ngandung arti prosedur / tatacarapelayanan diseleng-
garakan secaramudah, cepat, tepat, tidak berbelit-
belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh
masyarakat yang memintapelayanan. Kgdasandan
Kepastian (Transparan), mengandung arti adanya
ke elasan dan kepastian mengenal prosedur/tatacara
pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknismau-
pun administratif, unit kerjadan atau pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab dalam memberi-
kan pelayanan, rincian biayaatau tarif pelayanan dan
tatacara pembayaran sertajadwal waktu penyele-
saian pelayanan. K eterbukaan, mengundang arti
semuaprosespdayananwgib diinformaskan secara
terbukaagar mudah diketahui dan dipahami masya-
rakat baik di mintaataupuntidak. Efisens, mengan-
dung arti persyaratan pelayanan hanyadibatas pada
hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian
sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antaraprsyaratan dengan produk pela-
yanan, mencegah adanya pengul angan pemenuhan
persyaratan. Ketepatan waktu mengandung arti
pel aksanaan pelayanan masyarakat dapat disdlesai-
kan dalam waktu yang telah ditentukan. Responsif
|ebih mengarah padadayatanggap dan cepat me-
nanggapi gpayang menjadi masa ah, kebutuhan dan
agoirad yang dilayani. Adaptif mengandung arti cepat
menyesuaikan tuntutan apayang tumbuh dan ber-
kembang dilingkungan sekitarnya.

Pembaruan pemerintahan seperti yang ter-
ural diatasmerupakan usahaagar dapat meningkat-
kan kualitashirokras pemerintah. Menurut Taufik
(1999:86-87) kualitasbirokras yang diharapkan :
1. Birokrasi pemerintah (aparatur Pemerintah)

yang bersih dan berwibawa.

2. Professionalisme aparatur pemerintah yang
menandal dan dapat secaracepat dan tepat tang-
gap terhadap permasa ahan yang dihadapi.

3. Reformasi birokras pemerintahan agar dapat
difokuskan padakualitas dan kecepatan pelaya
nan terhadap masyarakat sesaui dengan dogan
“ Abdi Negara“ dan*Abdi Masyarakat “.

4. Kerjasamatim (teamwork) yang efektif dan
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efisien antaradepartemen baik antar sektoral
atau yang bukan, mampu menghasilkan suatu
kekuatan nyatabagi pemerintah Indonesaddam
menghadapi permasa ahan-permasd ahan akibat
persaingangloba.

5. Kemampuan mangemenddam setigp unit biro-
kras pemerintah yang dapat menangani setiap
permasal ahan pembangunan yang dihadapi.

6. Birokras yang memihak kepadakepentingan
rakyat banyak sesual denganvis danmis yang
telah disetujui bersama.

7. Dibidang hubungan luar negeri, kualitas per-
sonaliapadaperwakilan RI diluar negeri terasa
perlu ditingkatkan, khususnya kemampuan
melobi dan sebagainya.

Sgjalan denganitu, Rasyid (1997:13) me-
nyatakan bahwa“ aparatur yang tangguh dan ber-
kuditasmemer| ukan pembinaanyang ditujukan pada
upaya memahami misi, fungsi dan tugas pokok
pemerintah. Dis nilah dibutuhkan peranan Pamong
Prgja. Seperti kongtantaDrucker dalam Dwijowijoto
(2001:87).”’The center of modern society, eco-
nomoy and community is not technology, it is not
information. It is not productivity. It is managed
institution as the organ of society to produce re-
sult .

Aparatur Publik adalahinti dari masyarakat
daam mel aksanakan pembangunan. Namun dalam
melaksanakan pembangunan itu bukan hanya
Aparatur Publik sgjayang berperan namun harus
jugadidukung olen masyarakat itu sendiri. Sebagai-
manadikemukakan oleh Ndraha (1987:40) bahwa
semua pembangunan menyangkut bahkan ditujukan
untuk masyarakat, tetapi sebagal metode, pemba-
ngunan masyarakat karakteristik tersendiri.

Perandanfungs pemerintah daam pelaksa
naan pembangunan di Indonesia, sangat menentukan
(Koesoemahatmadja, 1978:137). Oleh karenaitu
adanyagparatur pemerintah yang bertanggung jawab
terhadap suksesnyapembangunan mutlak diperlu-
kan, dan untuk daerah-daerah di Indonesiafungs
ini dilakukan oleh Pamong Pragja. Lebih lanjut di-
tambahkan oleh Koesoemahatmadja“ bahwalem-
bagaPamong Prgasudah menjadi inti dari masyara:
kat karena mempunyai dasar yang kuat dalam
struktur pemerintahan di daerah . Waaupun Pamong
Prgjaseolah-olah hilang sebagai korps, tetapi tugas-
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tugasnya (fungsinya) tetap adadan berjalan terus.
Ha ini penting, terutamadaamrelevang kaitannya
dengan pel aksanaan kebijaksanaan dan kewgjiban
pemerintah pusat dari suatu Negarayang berbentuk
kesatuan dan yang bedasarkan Pancasila.

Sebagai lembaga yang oleh masyarakat
dipandang mewakili the legitimate authority
(Soewargono, 1989:19), makadaam erakemerde-
kaan sekarang, Pamong Prajajustru akan mel ak-
sanakan peran yang sangat penting, yaitu sebagai
penggerak yang mampu untuk mendinamisas dan
mobilisas rakyat gunamel aksanakan anekaperu-
bahan socid ekonomi, demi lebih tercgpal nyatujuan
Negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.

Sdiring dengan perkembangan jaman, demi-
kian Sadu Wasistiono (1997:3-6), “ peran Aparatur
publik garisdepan semakin berkurang karenaada-
nyadifferensas fungs akibat dibentuknyainstans-
instans yang menyelenggarakan tugasteknisserta
dibentuknyadaerah-daerah otonom”. Oleh karena
itu Pamong Prajaredefinisi yaitu mendefinisikan
kembdli tentang vid, mig, peran, Srategi, implemen-
tas dan evaluasinya. Pamong Prgjajangan berpuas
diri (complacent) dan enggan untuk belgjar. Karena
organisas publik (birokras termasuk Pamong Prgja)
menurut Crozier (dalam Dwijowijoto 2001:9)
sebagai ‘ organisas yang tidak dapat mengoreksi
tingkah lakunyasendiri dengan carabersediabe gar
dari kesdahan”.

Upayauntuk mendorong terselenggaranya
keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan
menjadi satu keharusan untuk dikembangkan. Hal
ini sangat mendukung terselenggaranyasatu penge-
lolaan pemerintahan yang bergh. Tersedianyaakses
bagi publik untuk memberi masukan dan atau com-
plain sertatersedianyainstrumen atau mekanisme
karjakerjayang selalu berupayamengakomodas
agpiras masyarakat. Dengan demikian seluruh beban
dan tanggung jawab pengel olapemerintahan tidak
lagi sepenuhnya harus ditanggung sendiri oleh
pemerintah kota, tetapi bersama-sama parapetuah
(stakeholder) yang ada.

Implementasi Good Urban Governance
Program di beberapa local government di Indo-
nesia menunjukkan bahwa Public Hearing atau
dengar pendapat |ebih banyak berorientasi pada
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aspek sosd budaya, ekonomi dan pelayanan umum.
Sangat beda dengan program-program pembangu-
nan yang disusun berdasarkan mekanisme* Rakor-
bang” yangumumnyadidominas oleh programyang
berwawasan fisik dan lebih merupakan program-
program yang dibuat oleh pemerintah daerah sendiri.

Orientasi pada proyek atau uang pada
umumnya masih sangat kuat. Dengan demikian
pel aksanaan riset, penyusunan tataruang, penyusu-
nanvis-mis kotadan penyusunan program pemba:
ngunan tahunan lebih bersifat proyek, bersifat
membueat |gporan, bersifat menghabiskan uang dan
bukan berdfat penyampai an tujuan yang sshenarnya
Dan ada yang berpendapat, bahwa yang paling
efesien adal ah mengontrakkan kegiatan padapihak
ketigatanpa melibatkan stakehol ders yang sebe-
narnya.

Dengan prinsip-prinsip good governance
melalui program Good Urban Governance,
pemerintah dgpat menyusunvis-mig daerahnya, tata
ruang daerah dan agenda pembangunan secara
partispatif. Sdlainitu strategi pembangunan daerah,
tata ruang kota maupun program pembangunan
memperhatikan pendapat dan kebutuhan semua
unsur dalam kota untuk dilaksanakan secaraber-
sama-samammelaui kemitraan antarasauruh sake-
holders atau ketigadomain yang adayaitu state,
private and citizen. Dengan demikian potensi
masyarakat, swastadan pemerintahan dapat diman-
faatkan secaraoptimal.

Daam upaya menciptakan pengelolaan
pemerintahan yang desentrdisas dengan mdibatkan
semuaunsur pembangunan daerah, makaperlu di-
bentuk suatu “Forum Konsultas” yang merepresen-
tasikan stakehol dersyang peduli dengan pengelo-
laan pemerintahan. Forum tersebut merumuskan
agendadan rencanatindakan untuk menerapkan
pengel ol aan dan kepemerintahan daerah yang balk,
kemudian secarareguler mengadakan pertemuan
untuk koordinad, pemantauan dan evaluas terhadap
pelaksanaan perubahan. Yang terpenting disini
ada ah penci ptaan kebi asaan * mendengar pendapat”
(public hearing).

Dengan adanyakeinginan untuk mendengar
pendapat ini diharapkan akan terjadi perubahan
skap danvis pemerintah menjadi mau mendengar
dan menerimapendapat masyarakat sertamengubah
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sikap masyarakat menjadi mau ikut berperan serta,
bermitradalam membangun kotanya secara sadar
bersama-sama.

Pembentukan Forum Konsultasi di bebe-
rapadaerah dan penciptaan kebiasaan mendengar
pendapat (public hearing) sesual dengan tuntutan
paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan
(Good Urban Governance) di Indonesia telah
terealisasi dengan adanyapembentukan “Dewan
Kota/Kabupaten” dibeberapadaerandi Indonesa

Pembentukan Dewan Kota / Kabupaten
dimaksudkan untuk memberikan pel uang bagi ter-
Ci ptanyapenyed enggaraan pemerintahan yang demo-
kratisdan trangparan dengan melibatkan masyarakat
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian diharapkan segala keputusan
pemerintahan benar-benar mencerminan kepen-
tingan, aspiras dan kebutuhan masyarakat kota.

Sebagal lembagakonsultatif danmitrakerja
pemerintah, Dewan Kotadi tuntut untuk mampu
memberikan pertimbangan daam penergpan kebija
kan operasiona dan dalam mengimplementasikan
pelayanan publik sertapemberdayaan masyarakat
di wilayahnya. Lembagaini jugadihargpkan menjadi
penghubung antara pemerintah dengan masyarakat
dalam hal menjelaskan berbagal kebijakan peme-
rintah, sertadalam batas-batas kewenangannyadi
hargpkan ikut sertamengawas jalannyapemerinta:
han. Yang terpenting dis add ah adanyakomunikas
dan adayang menyaurkaninformas kemasyarakat
tentangprogramprogramyangssdeng dijdankanbarsama

AkhirnyaPemerintah mengharapkan bahwa
dengan adanya Good Governanceatau lebih spesifik
lagi Good Urban Governance yang memungkinkan
timbulnya Dewan K ota/lK abupaten tadi, polalama
dan paradigmalamadimanaterlalu dominannya
pemerintah daerah di dalam pengel olaan kotamulai
dari pembuatan PERDA,, pengambilan kebijakkan
sampai kepadapel ayanan kepadamasyarakat mulai
diperbaharui lagi meldui pengikutsertaan komponen
masyarakat dalam ha pelaksanaan fungs pemerin-
tahan. Pemerintah, Swastadan Masyarakat secara
sadar bersama-samada am suasanapartnership dan
kemitraan dengan | el uasamengimplementasikan
segala program untuk meningkatkan pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan kepada masya-
rakat. Masyarakat dan swastadiberi ruang untuk
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bergerak sedangkan pemerintah hanyaberfungs
sebagal pelayanan atau sebagal fasilitator sgja.

SIMPULAN

Akhirnya, bahwaaparatur publik terdepan
ini dapat memainkan suatu peran kritik dalam
mengatur dergjat tingkat permasalahan di era
sekarang ini berdasarkan atas peran yang mereka
miliki sebagal agenkontrol sosa. Masyarakat yang
menerimamanfaat dari adanyahubungan dengan
agen pemerintah yang pasti memerlukan perlakuan
tertentu dari mereka. Merekaharusmengantisipas
kebutuhan agen pemerintah ini, merekaharusmen-
jainhubungan dengan paraagen, sehinggaberkem-
bang diantarakeduanyas kap kepatutan atau kepan-
tasan. Paraguru misalnyamenggarkan ha-ha yang
berkaitan dengan sikap yang sesuai arah bidang
pendidikan yang dapat diterimamasyarakat. Para
polisi membawa pesan tentang harapan perilaku
publik dan kekuasaan. Pekerjasosd menyampaikan
harapan-harapan tentang hal-hal yang berkaitan
dengan manfaat publik dan kedudukan parapene-
rimapelayanan kesgjahteraan.

Fungs kontrol sosia dari birokrat garisde-
pan memerlukan pembahasan dalam suatu diskus
tentang kedudukan mereka padajabatan pemerin-
tahan dikaitkan dengan masyaraakat luas. Peran
sektor pelayanan publik sebagal sebuah bagiankritis
dalam megurangi dampak akibat dari sistem
ekonomi . Seseorang dapat jugamdihat Ss laindari
kebijakan publik ddam memerangi masdah kemis-
kinan dimanamasyarakat banyak memperoleh ke-
untungan dari kegiatan jasalayanan sosid danaks
kdlompok investad dilingkunganinditus denganhesil
dari kesepakatan-kesgpakatan sehinggamampu ber-
saing dan masyarakat biasamampu tumbuh.

Birokrat garisdepanini banyak menyerap
sumber-sumber publik dan menjadi tumpuan hara:
pan masyarakat untuk suatu keseimbangan kesgah-
teraan diantara kelangkapan dari pel ayanan publik.
Danini meupakan suatu yangwajar sebagai pokok
dari pengel uaran pemerintah atau publik. Sebagai
sebuah individu, Birokrat garis depan ini menjadi
representasi dari harapan masyarakat untuk jujur
dan mampu berdaya guna dan tantangan dalam
merespon proses masyarakat.
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Aparatur publik terdepanini di Indonesia
keberadaannyamasih jauh dari sgahtera, dengan
tingkat ggji yang masih dibawah standar sgjahtera,
mereka bekerjadengan tuntutan yang sangat tinggi
dari masyarakat. Masyarakat berharapabanyak dari
mereka, namunimbaannyamash b ummemada.
Mereka diharap untuk tidak korupsi, tapi gagji
merekaminim sekali, dengantingkat inflasi yang
sangat tinggi di Indonesia, sedangkan ggji mereka
tidak mengdami perubahan yang signifikan.

Merekajugadihujat oleh mediadan masya-
rakat, tetgpi tidak pernah adajdan kduar yang tuntas
untuk menyel esaikan masadah mereka. Banyak dis-
kus tentang ini tetgpi tidak pernah sampal padaakar
permasa ahan dan suatu kes mpulanyang menghesil-
kan suatu rekomendas . Dari segi jumlah jugatidak
terdata secaraj el as gpakah sudah cukup, atau lebih
atau mungkin bahkan kurang, lau tingkat penyeba-
rannyajuga sangat tidak merata, karenamereka
padaumumnyaingin berkedudukan dikota, karena
dikotabisapunyakerjasampingan untuk menambah
kekurangan ggji gunamenghidupi keluarga, biaya
sekolah dan kesehatan kel uarga. Kapankah semua
ini akan selesal ?, gpakah Pemerintahan yang baru
dengan setumpuk janjinya akan menuntaskan
permasa ahanini? mudah-mudahan.

Bahwa pembaharuan pemerintahan telah
dilakukan terutamacontoh kasusdi Daerah Khusus
Ibu K ota Jakartawa aupun hasilnyabelum optimal
karenabelumditunjang oleh konsistens penerapan
danteori reformas administras pemerintahan. Me-
nurunnyakredibilitas pemerintah dan krisiskeper-
cayaan (distrust) masyarakat kepada pemerintah
dapat mengakibatkan kinergjaaparatur pemerintah
mengalami penurunan pula, oleh karenaitu usaha
untuk menaikkan kredibilitas pemerintah dan me-
ngembalikan kepercayaan masyarakat perlu per-
hatian seriusdari pemerintah.

Reformas pemerintahan bertujuan untuk
menyempurnakan unjuk kerja/prestasi kerjaatau
jugakinergjaaparatur. Oleh karenaitu reorientas
tugaskepd ayanan yang dahulunyaterladubureucra-
tic, standardized, top down and unsympatyc to
citizen harusditinggal kan dan diubah menjadi flex-
ible, innovative and not close to citizen. Disamping
itujugaperlu upayaatau langkah-langkah strategis
yang sudah dan seharusnyadilakukan pemerintah
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sekarang ini adalah merestrukturisasi organisasi
pemerintahan dan jugayang tidak akaah pentingnya
addah membangun partispad dan kemitraanmedui
program good urban governance dengan mengem-
bangkan kebiasaan publik hearing yang memung-
kinkan seluruh stake holder untuk merasamemiliki
dan merasa bertanggungjawab terhadap keberha-
slan setigp program pemerintah.
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